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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Faktor penyebab kerusakan barang konsumen pada operasional JNE 

Tuapejat, Kepulauan Mentawai, berasal dari faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal meliputi kelebihan muatan (overloading), 

keterbatasan sarana transportasi, kelalaian dalam penanganan barang, 

tekanan target waktu pengiriman, serta lemahnya pengawasan internal. 

Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi geografis Kepulauan 

Mentawai, ketergantungan pada transportasi laut, dan cuaca ekstrem 

yang memengaruhi kelancaran distribusi barang. 

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh JNE Tuapejat Dalam Proses Pengiriman 

Barang Tidak Hanya Bersifat Teknis, Tetapi Juga Struktural.  

Keterbatasan armada operasional dan infrastruktur distribusi 

menyebabkan ketidakseimbangan antara volume kiriman dan kapasitas 

angkut, sehingga berpotensi mendorong praktik operasional yang 

kurang proporsional. Dalam konteks wilayah kepulauan, kompleksitas 

distribusi menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan sistem 

manajemen risiko yang adaptif dan responsif terhadap dinamika 

lapangan. 

3. Upaya Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Kerusakan Barang 

Konsumen  

Telah dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, dimulai dari 

verifikasi administratif, investigasi internal, hingga penerapan 
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mekanisme klaim ganti rugi sesuai dengan prinsip tanggung jawab 

berdasarkan kesalahan (liability based on fault). Penyelesaian sengketa 

juga diupayakan melalui pendekatan musyawarah sebagai bentuk 

penyelesaian non-litigasi yang mengedepankan asas itikad baik dan 

keadilan restorative. 

B.  Saran  

1. Perusahaan JNE Tuapejat, Kepulauan Mentawai  

Penguatan pengawasan internal dan penerapan SOP, peningkatan 

sarana operasional, pelatihan sumber daya manusia, penguatan 

manajemen risiko wilayah kepulauan, serta transparansi informasi 

kepada konsumen merupakan langkah strategis untuk meningkatkan 

kualitas layanan pengiriman JNE Tuapejat, Kepulauan Mentawai. 

Upaya ini penting mengingat kondisi geografis kepulauan yang 

bergantung pada transportasi laut dan dipengaruhi cuaca ekstrem, 

sehingga dapat meminimalkan risiko kerusakan dan keterlambatan 

barang serta menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. 

2. Kurir JNE Tuapejat, Kepulauan Mentawai 

Sebagai tindak lanjut atas temuan kerusakan barang akibat kelalaian 

kurir, diperlukan peningkatan kesadaran profesional dan tanggung 

jawab hukum dalam pelaksanaan tugas. Kurir sebagai garda terdepan 

distribusi harus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), 

khususnya dalam penataan dan pengamanan barang di kendaraan 

operasional, guna mencegah kerusakan akibat kesalahan penempatan 

muatan atau paparan panas knalpot.  
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3. Konsumen Sebagai Konsumen JNE Tuapejat Kepulauan Mentawai  

Konsumen disarankan berperan aktif dengan memastikan barang 

dikemas dengan aman, memahami syarat dan ketentuan pengiriman 

serta prosedur klaim, dan memeriksa kondisi barang saat penerimaan 

sebelum menandatangani bukti serah terima. Sikap proaktif ini 

mendukung kelancaran proses verifikasi dan penyelesaian klaim serta 

mencerminkan prinsip itikad baik dan keseimbangan hak dan 

kewajiban antara konsumen dan perusahaan. 
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